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5.2

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Perkembangan kemandirian keuangan daerah di Kota Gorontalo masih
dalam kategori rendah yaitu dengan rata-rata 23,23%. Efektivitaskeuangan
daerah tahun 2010-2019 mengalami naik turun dengan rata-rata sebesar
89,22% termasuk dalam kategori efektif, sedangkan Rata-rata Desentralisasi
keuangan daerah Kota Gorontalo pada tahun 2010-2019 sebesar 16,21%
dikategorikan kurang.
Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Agresif, artinya Kantor Badan
Keuangan Daerah dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat
dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan
dan meraih kemajuan secara maksimal.
Saran

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan dalam rumusan kesimpulan,

maka sebagai implikasinya disampaikan saran-saran sebagai berikut.

1.

Pemerintah daerah Kota Gorontalo harus mengoptimalkan pendapatan asli
daerahnya terutama pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, yaitu
dengan melakukan pendataan ulang terhadap wajib, dalam rangka
meningkatkan pendapatan pajak daerah.

Pemerintah perlu meningktan kualitas SDM vyaitu dengan melakukan

pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah
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dan menempatkan pesonil SDM yang ada sesuai dengan kualitas dan

kemampuan dari masing-masing pesonil.
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